
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

                          NOMOR 45/Permentan/OT.140/4/2013 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN  PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PROFESI  

PENYULUH PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

 

MENTERI PERTANIAN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kompetensi 
penyuluh dengan berpedoman pada standar, 
akreditasi, serta pola pendidikan dan 
pelatihan penyuluh; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme pejabat fungsional Penyuluh 
Pertanian perlu dilakukan sertifikasi profesi;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan untuk menjamin mutu 
penyelenggaraan sertifikasi profesi serta 
penyuluhan pertanian perlu menetapkan 
Pedoman  Penyelenggaraan Sertifikasi 
Profesi Penyuluh Pertanian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4279); 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan, dan  Kehutanan (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4660); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan 
Pengawasan Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5018); 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II Juncto Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara jis Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 141);  

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara juncto Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 142); 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 
Pertanian dan Angka Kreditnya; 

9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 
23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 
Pertanian dan Angka Kreditnya; 

  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang 
Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian 
Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; 

  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
33/Permentan/OT.140/6/2009 tentang 
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;  

12. Peraturan Menteri pertanian Nomor 
35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka 
Kredinya;  

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang 
Kebijakan dan Strategi Penyuluhan 
Pertanian; 

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Kep.29/MEN/III/2010 
tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia Bagi Penyuluh Pertanian; 

  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertanian; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan              : PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI 

PROFESI PENYULUH PERTANIAN. 

 

Pasal 1 

 

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan ini.  

      

Pasal 2 

 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan 

dalam proses penyelenggaraan sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian.   

 

Pasal 3 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia. 

 

                                

                                 Ditetapkan di Jakarta 

                              pada tanggal 19 April 2013 

 

                                 MENTERI PERTANIAN, 

 

                                                                                  ttd. 
 
 

                                                SUSWONO  
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Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 25 April 2013 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                REPUBLIK INDONESIA, 

 

                              ttd. 

  

                   AMIR SYAMSUDIN 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 640  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


